
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

                                       NOMOR 22 TAHUN 2016         

TENTANG 

STANDAR NASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang 

Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Sosial tentang Standar Nasional Lembaga 

Kesejahteraan Sosial; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4430); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 



- 2 - 
 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 86); 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah 

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang 

Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 913); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 

Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 725); 

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726); 

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR 

NASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL. 

 

Pasal 1 

Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan 

ukuran dan patokan bagi semua pihak terkait dalam 

pembentukan dan pemberdayaan lembaga kesejahteraan 

sosial serta menjadi rambu-rambu dalam melaksanakan 

pembinaan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas 

lembaga kesejahteraan sosial yang berisikan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria yang digunakan sebagai pedoman bagi 

lembaga kesejahteraan sosial yang berlaku secara nasional. 

 

Pasal 2 

Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

BAB II  LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL 

BAB III  LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL, 

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ASING, DAN 

TENAGA KERJA ASING 

BAB IV  ALUR, FORMAT, DAN PANDUAN  

 

Pasal 3 

Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  18 November 2016 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

   

     ttd. 

 

      KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 November 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

     ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2016  NOMOR  1778 

 


